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PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan. Arena MTQ Batu Enam Bagansiapiapi

Surat Keputusan Nomor : 421/DISDIKBUD-PAUD/2019/ mwp
Tanggal i 27 September 2019

PERSETUJUAN PERPANJANG IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN
_ PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN

( DIKLUSEMAS )
Diberikan Kepada Lembaga Deklusemas :
Nama : PKBM MANDIRI
Alamat : Bangko Sempurna
Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Ro

Jenis Pendidikan : KESETARAAN PAKET A, B dan C, P
Rumpun Pendidikan : Jasa :
Penanggung jawab pendidikan : SURAHMAN, S.Pd
Pemilik / Penyelenggara SURAHMAN, S.Pd
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PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR ‘
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Arena MTQ Telp. (0767) 23277 - 24198 Fax. (0767) 21276 - Bagansiapiapi
Email : dinas.pendidikan.rohil@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ll
KABUPATEN ROKAN HILIR
Nomor : 421/DISDIKBUD-PAUD/2019/T9>

TENTANG
PEMBERIAN PERSETUJUAN PERPANJANGAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR
MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : a. bahwa untuk berdirinya suatu Lembaga Pendidikan Luar Sekolah
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir diperlukan dengan kekuatan
hukum dalam bentuk Izin Operasional yang dikukuhkan dengan
Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Rokan Hilir;

b. bahwa untuk dikeluarkan Surat Izin Opersional dimaksud harus
memenuhi ketentuan yang berlaku untuk itu;

c. bahwa sebagaimana dimaksud pada diktum a dan diktum b
diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan tentang Persetujuan Pendirian Pusat
Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pendidikan Luar Sekolah
atau Pemberian Izin Operasional,

. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negera
Tah 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor

vagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
-2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
1999 Q(Lambaran Negara Tahun 2000 Nomor 80,
n Negara Nomor 3968), Undang-Undang
.-%ES tentang perubahan atas Undang-Undang

(L "bax‘a.n Negara Tahun 2003 Nomor 31,

' _42721 dan Undang—Undang.
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4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor
53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411 );

6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang
Pendidikan Luar Sekolah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran
serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraaan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5157);

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Gerakan Nasional
Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Semblan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;

"":"'tuaan Menten Pendidlkan Nasional Republik Indonesia
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Alamat : Bangko Sempurna

Kelurahan /Kepenghuluan : Bangko Sempurna

Kecamatan : Bangkjo Pusako

Kabupaten : Rokan Hilir

Penanggung Jawab Pendidikan : SURAHMAN, S.Pd

Pemilik / Penyelenggara : SURAHMAN, S.Pd
KEDUA : Pemegang izin ini :

1. Wajib Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
(PKBM) Pendidikan Luar Sekolah tersebut sedemikian rupa
sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap
masayarakat.

2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku
atau yang akan ditentukan kemudian.

3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan me
model yang ditentukan.

4. Persetujuan Pendirian Sekolah/Izin Operasional Sekolah ini
hanya berlaku untuk Lembaga /Penyelenggara Sekolah tersebut
sesuai Keputusan ini dan tidak boleh dialihkan kepada
Lembaga/Penyelenggara Sekolah lain/pihak-pihak lain, apabila
terjadi pengalihan, maka persetujuan ini dinyatakan batal dan
tidak berlaku lagi,

~ : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 27 September 2019 s.d

27 September 2023 ditetapkan dengan ketentuan apabila
d dian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan

san ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

nurut

Ditetapkan di :  Bagansiapiapi
. 27 September 2019
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